PERATURAN KEPALA DESA

PERATURAN KEPALA DESA CIDUWET
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

DESA CIDUWET
KECAMATAN KETANGGUNGAN

KABUPATEN BREBES

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KEPALA DESA CIDUWET
KABUPATEN BREBES

PERATURAN KEPALA DESA CIDUWET
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA FENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIDUWET,

Menimbang  a, bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 17
Ayat (10} Peraturan Menterl Keuangan Nomor 146 tahun
2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran
2024 daftar keluarga penerima manfat Bantuan Lansung
Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa
berdasarkan hasil musyawarah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala
Desa tentang Penetapan keluarga penerima manfaat
bantuan langsung tunai(BLT) Desa Tahun 2024,

Mengingat + 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
DesaiLembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014Nomor? Tambahan Lembaran Negara

Republikindonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentangDana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatandan
Belanja Negara [Lembaran Negara Republiklndonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan LembaranNegara
Republik Indonesia MNomor 5558) sebagaimanatelah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 232Tahun
2015 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana DesaYang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaMegara ({Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor

2694);
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10,

11,

12.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 Tentang
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Kepmenko PMK 32  Tahun 2022 Pedoman Umum
Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Momor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomer 2001;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentangPengelolaan  Keuangan Desa (Berita Negama
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Organisasi  dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nemor 7 Tahun 2023 tentang Rincian
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor ) ;
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun
2024 prioritas penggunaan dana desa Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963) ;

Peraturan Menteri Keuangan MNomor 146 Tahun 2023
tentang tentang tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap
Desa, Penyaluran, Dan Penggunsan Dana Desa Tahun
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 1052 );
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13. Peraturan Daecrah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2023
tentang Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Daerah
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024,

14, Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang
Pengelolann Kevangan Desa Tahun 2018;

15. Peraturan Bupati Brebea Nomor 120 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penctapan Rincian Dana Desa
Setinp Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor .....);

16. Peraturan Desa Ciduwet Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM
Deza) Tahun 2022 - 2030 (Lembaran Desa Ciduwet Tahun
2022 Nomaor 7);

17. Peraturan Desa Ciduwet Nomor 4 Tahun 2024 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun
Angparan 2025 ([Lembaran Desa Ciduwet Tahun 2020
Nomor 4);

I8. Peraturan Desa Ciduwet Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun
Anggaran 2025 ([Lembaran Desa Ciduwet Tahun 2024
Momor 5 )

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Insidentil tentang validasi, Onalisasi
dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana
Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 15 Januar 2024 schagaimana
tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTTEKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA CIDUWET TENTANG
PENETAFAN KELUARGA PENERTMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNGC TUNAI DANA DESA TAHUN 2025.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Brebes

Eecamatan adalah Kecamatan Ketanggungan

Desa adalah Desa Ciduwet

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

6. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yvang menyelenggarakan wrusan

£ o, O
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18,

Pemerintahan menurul asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistemn dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negnra Republik Indonesia Tahun 1945,

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain
yang sclanjutnya discbut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/fatau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam aistem pemerintahan
Negara Kesatuan Eepublik Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewenangan vang dimiliki Desa meliputd
kewenangan di Dbidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yvang disebut dengan nama
lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau vang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang
angpotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat vang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
EPJM Desa, adalah Eencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu B (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat EKF Desa,
adalah penjabaran dari RPRJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Kenangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Prioritas  Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang
didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk
dibiayai dengan Dana Desa,

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara yang diperuntukkan bagl Desa yang ditransfer
melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan
digunakan untuk membiavai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
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pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa,

19. Bantuan langsung tunai dann desa adalah kegiatan pemberian
bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumbner dari dana desa
kepada keluarga penerima manfaat dan  diputuskan melalui
musyawarah desa sesuai dengan kriteria yang ditetpakan dalam
peraturan perundang undangan.

20. Keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa yabg
selanfutnya disebut keluarga penerima manfaat BLT Desa yang
disepakati dalam musyawarah desa khusus dan ditetapkan dengan
peraturan kepala desa untuk berhak menerima BLT Desa.

i
BAB 1T
PENERIMA MANFAAT
BLT DESA

Pasal 2

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa diberikan kepada keluarga
miskin ekstrim sebapail sasaran penerima manfaat,

Pasal 3

(1] Calon keluarga pencrima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di
Desa bersanglkutan berdasarkan data vang ditetapkan oleh
Pemerintah;

{2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
avat (1] menggunakan keluarga deszil 1 ([satu) data pensasaran
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (DP3KE],

(3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar
dalam lkeluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa
dari keluarga vang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai
dengan desil 4 (empat] data pensasaran percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem [DF3KE];

(4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana
dimaksud pads avat (2] dan ayat {3}, Desa dapat menetapkan calon
keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria scbagai
berikut:

a. kehilangan mata pencaharan;

b. mempunyai anggota keluarga vang rentan sakit menahun/kronis
dan/ atau difabel;

c. tidak meénerima bantuan sosial program keluarga harapan;

d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
dan fatau;

e, perempuan kepala keluarga dari keluarga misldin,
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(5) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1
(satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan
penghapusan kemiskinan ckstrem (DPFAKE), Desa dapat menetapkan
tambahan keluarga pencrima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu)
sampai  dengan deaill 4 (empat) data pensasaran  percepatan
penghapusan kemiskinan ekatrem [DP3KE);

{6) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan
keluarga mislan tersebut dar calon keluarga penenma manfaat BLT
Desa;

(7} Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan avat (7] ditetapkan dengan surat keputusan kepala
Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa, minimal memuat:

a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;

b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok
pekerjaan; dan

¢. jumlah keluarga penerima manfaat.

Pasal 4

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 1 adalah keluarga yang tidak pernah
mendapatkan dan/fatau terdaftar sebagal sasaran penerima manfaat
jarring pengaman social (JPS), seperti program Keluarga Harapan (PKH),
bantuan pangan non tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), ddan bantuan
JP3 lainnva,

Pasal 5

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrim sasaran penerima mafaat

BLT Desa dituangkan dalam lampiran yvang menjadi hﬂg;la:] tidak
terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

BaB 111
PEMBAYARAN BLT DESA

Pasal 6

(1) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,-ftiga ratus ribu
rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua
belas per keluarga penerima manfaat;

(2] Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat
dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan
paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara selaligus;
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{3) Dalam hal terdapat penurunan danfatau  penambahan  jumlah
keluarga penerima meanfant BLT Desa dengan kriteria sebagaimana
dimaksud pada pasal 3 ayat (2), ayat (3], dan ayat (4), penurunan
dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala
Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah
Desa;

(4) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan
perubahan daftar jumlah leeluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3);

BAB 1V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:
a. Badan Permusyawaratan Desa [BPD)
b, CAMAT
¢. Dinpermades Kabupaten
d. Inspektorat Kabupaten

BAaB V
PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap crang mengetahuil, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ciduwet

Ditetapkan di Desa Ciduwet
pada tanggal 15 Januari 2025

Diundangkan di Desa Ciduwet
pada tanggal 16 Januari 2025

SEKRETARIS DESA CIDUWET,

IMAM 1, 8.Pd.I, M.Si
BERITA DESA CIDUWET TAHUN 2025 NOMOR 2
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